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Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah 
mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari data tingkat 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Riau seiama periode 2002-2007 
sebesar 8,40, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian 
khususnya subsektor perkebunan. 

Dalam upaya memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan 
pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan 
koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya 
koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di 
daerah pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat 
memberikan masukan untuk kebijakan pengembangan koperasi di daerah 
Riau. 

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana percepatan 
pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis 
agribisnis di daerah pedesaan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menyusun rencana strategis pengembangan dunia usaha melalui koperasi 
berbasis agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah pedesaan. 
Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan 
kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten. 

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan permasalahan 
pengembangan koperasi, antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya 
manusia khususnya kualitas manajemen; 2) koperasi di pedesaan lebih banyak 
bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif; 3) 
masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya 
(koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) kegiatan koperasi tidak sesuai 
dngan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus 
semata; 5) masih rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak 
merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 6) koperasi masih sebatas 
penghubung antara anggota dengan mitra kerja (khsus untuk kopersi petani 
perkebunan kelapa sawit); dan 7) adanya kegiatan koperasi yang 
memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi 
kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi). 

Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara lain: 1) budaya 
manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum 
berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia 
yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa 
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kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 2) pada 
penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh 
rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas 
kepemimpinan dan kewirausahaan; 3) anggota koperasi di pedesaan pada 
umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun 
lingkungan sosial ekonominya; 3) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga 
tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset 
koperasi sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 4) masih 
rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non 
anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 
5) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi 
harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian 
dan produk lainnya masih relatif sempit; 6) belum berperannya koperasi 
sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai 
penampung hasil produksi pertanian. 

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, 
sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk 
partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. 
Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat 
mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil 
dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya 
masyarakat petani. Dengan dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus 
dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-
masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik 
menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan 
perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga 
keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 
Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan 
dan penyuluhan. 

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, 
terutama di sektor industri kecil maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis 
untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor industri kecil, 
khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 
koperasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah 
pengembangan koperasi yang terencana dengan baik dan terkait dengan 
pembangunan sektor ekonomi lainnya terutama di pedesaan. Hasil 
pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan 
ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1) potensi 
masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) 
koperasi sebagai badan usaha. 

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh 
subsistem agribisnis. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang 
perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi 
berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Dalam koperasi 
dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian 
label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. 
Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut 
dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui 
informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-
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produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usaha 
tani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan 
ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap 
koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi. 

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari 
lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada 
bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya 
peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui 
pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi. 

Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: 
Pertama, mencarikan alternatif pemecahan masalah pertanian seperti 
penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan 
sarana produksi, pengendalian hama terpadu, pelaku agroindustri, 
memasarkan produk pertanian dan sebagainya; Kedua, memberikan 
kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada petani dalam usaha-
usaha yang dilakukannya; dan ketiga, petani perlu diorganisir untuk 
memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan 
melakukan kemitraan dengan pihak lain. 

Upaya pemberdayaan koperasi juga dilakukan melalui mitrakerja dengan 
pihak pengusaha. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat 
membantu petani pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan 
dengan koperasi. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada petani, 
yaitu: Pertama, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga petani 
mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan 
masukan dan teknologi yang lebih unggul; Kedua, dapat memperoleh informasi 
dan peluang pasar secara cepat; Ketiga, dapat membuka akses terhadap 
modal dan pasar; dan l<eempat, adanya jaminan dan kepastian pasar bagi 
produk pertanian. 


